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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 

NOMOR 6 TAHUN  2013 

 

TENTANG 

  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 
BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

 

Menimbang: a. bahwa dengan bertambahnya daftar kekayaan daerah 
berupa alat berat yang menjadi objek retribusi pemakaian 
kekayaan daerah, maka perlu melakukan perubahan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah; 

  b. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud sebagai 
upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna 
menunjang pelaksanaan pembangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820);  

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3209); 

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan   Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005   
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008   Nomor 
78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4855); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007   
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

13. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah Peraturan   Menteri   Dalam   
Negeri   Nomor   21   Tahun   2011 tentang Perubahan 
Kedua Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten 
Kota; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2005 Nomor 11); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat   Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang 
menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2008 Nomor 14); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2008  Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2008  Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008  Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Penerencanaan Pembangunan Daerah 
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2008  Nomor 19); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 
2008  Nomor 21); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 

dan 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 

BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. 

 

 

Pasal I 

 

1. Ketentuan BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
RETRIBUSI Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor  13 Tahun  2012 tentang 
Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 18); diubah dan ditambah, sehingga 
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : 

 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan 
berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan 
dan jangka waktu pemakaian. 
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(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang 
berlaku di wilayah daerah. 

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit 
ditentukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai 
jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, 
yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang 
meliputi: 

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; 

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. 

(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi : 

a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya 
belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja 
barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan 
bangunan, biaya listrik dan semua biaya 
rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung 
dengan penyediaan jasa; 

b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi 
umum dan biaya lainnya yang mendukung 
penyediaan jasa; 

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya 
aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka 
menengah dan panjang, yang meliputi angsuran buku 
pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan dan 
penyusutan aset; 

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan 
penyediaan jasa, seperti bangunan atas pinjaman 
jangka pendek. 

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal. 

(6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini.  

(7) Bangunan pasar yang sebagian asetnya milik pihak 
ketiga/ swasta baik tanah/ bangunan, maka tarifnya 
dan pembagiannya ditentukan berdasarkan MoU antara 
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pihak 
Ketiga/Swasta. 
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(8) Pemakaian Alat Berat maksimal 9 (Sembilan) jam 
perhari, kelebihan pemakaian dari 9 (Sembilan) jam 
dikenakan tarif retribusi sama dengan pemakaianya 
satu hari. 

 

2. Ketentuan objek retribusi dan besaran tarif retribusi pada 
angka 1 point 3 ayat (6), dipindahkan/dialihkan pada 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olah Raga.  

 

3. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal 
baru yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 29A 

 

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemungutan 
Retribusi atas Pemakaian Fasilitas Olah Raga dari 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke Dinas 
teknis/Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sejak tanggal 30 
Juni 2013.  

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

Ditetapkan  di  Pangkalan Bun 

pada tanggal      

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

 

ttd 

 

UJANG ISKANDAR 
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PENJELASAN 

A T A S 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR  6   TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN 

BARAT NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH 

 

I.  UMUM 

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 157 mengatur bahwa sumber pendapatan 

daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa 

hasil retribusi daerah. Kewenangan Daerah dalam melakukan 

pemungutan berupa retribusi daerah dengan Peraturan Daerah 

merupakan perwujudan atas keleluasaan daerah untuk menggali 

pendapatan dari sumber sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut 

Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan 

mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki yang diperuntukkan sebagai 

sumber pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur 

bahwa salah satu jenis pungutan retribusi yang merupakan kewenangan 

daerah adalah pemakaian atau pemanfaatan kekayaan daerah yang 

digolongkan ke dalam retribusi jasa usaha, dengan prinsip dan sasaran 
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dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara 

efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 

13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah dengan 

bertambahnya kekayaan daerah yang obyek Retribusinya pada 

pemakaian Alatt Berat.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

  Angka 1  

                 Cukup jelas. 

  Angka 2  

                 Pengaturan pemindahan objek retribusi dan besarnya tarif 

retribusi pemakaian fasilitas oleh raga dari Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ke Peraturan 

Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 

merupakan hasil evaluasi Kementrian Keuangan melalui surat 

menteri Keuangan tentang Hasil Evasluasi Ranperda 

Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : S-219/MK.7/2013 

tanggal 14 Mei 2013. 
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Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR :  31 


